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MASUKAN MENTERI KIMPRASWIL 

TENTANG

RUMUSAN GRAND STRATEGY

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
I. ISU PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

1. Masih tingginya kesenjangan perkembangan wilayah antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). 

2. Belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi kelautan yang sangat besar dengan pengelolaan potensi darat.

3. Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI sehingga masih banyaknya dijumpai kawasan-kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman. 

4. Dalam kaitan dengan aksesibilitas yang rendah tersebut, secara umum sentra-sentra produksi yang terdapat di KTI belum memiliki aksesibiltas langsung ke Pasar Internasional.

5. Masih banyaknya dan tingginya kawasan rawan konflik sosial-ekonomi dan hankam di daerah KTI yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sangihe-Talaud, Halmahera, Kei-Aru, Timor Barat, dan Papua.

II. ARAHAN  KONSEPSI GRAND STRATEGY KAWASAN TIMUR INDONESIA 

1. Pada prinsipnya pengembangan konsepsi Grand Strategy (GS) pembangunan KTI harus mampu menjamin efektifitas dan efisiensi  pengelolaan sumberdaya. Mengacu kepada hal tersebut maka pendekatan spasial atau penataan ruang harus menjadi acuan utama agar dapat ditentukan  kawasan-kawasan prioritas pengembangan yang mampu memberikan dampak multiplier terhadap kawasan sekitarnya.

2. Dengan demikian GS pengembangan KTI ini bukan merupakan agregrasi dari Renstra Departemen Teknis Dan Daerah namun merupakan integrasi dari renstra renstra tersebut yang dalam mengintegrasikannya perlu mengacu pada kebijakan penataan ruang antara lain RTRWN, RTRW Pulau, dan RTRW masing-masing daerah.

Dengan demikian nantinya Grand Strategy ini merupakan hasil kesepakatan bersama antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar sektor, dimana kepentingan sektor dan daerah terintegrasi sedemikian rupa kedalam kepentingan wilayah atau kawasan prioritas.  Selanjutnya Grand Strategy yang disepakati ini akan digunakan sebagai landasan pengembangan program untuk masing-masing sektor dan wilayah. 

3. Berdasarkan arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan pengembangan KTI adalah mewujudkan potret Indonesia masa depan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kebijakan pokok, yaitu:

a. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah administrasi dan lintas sektor dengan memanfaatkan RTRWN, RTR Wilayah Pulau, dan RTRW Propinsi. 

b. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka percepatan pertumbuhan wilayah KTI (KAPET sebagai prime mover yang diarahkan menjadi Unit Corporate Mandiri ; kawasan cepat tumbuh dan potensial tumbuh ; kawasan KESR melalui peningkatan kerjasama antar negara), serta tanpa melupakan kawasan tertinggal seperti kawasan pesisir dan terisolasi di pedalaman

c. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang dilakukan dengan pendekatan prosperity dan security, khususnya untuk kawasan perbatasan Kaltim, Kalbar, Sulut, Papua, NTT dan Maluku.  

d. Simpul-simpul utama KTI didorong sebagai pusat/hub ekonomi wilayah Timur Indonesia ke pasar internasional yang didukung pengembangan industri  pengolahan  

e. Wilayah KTI merupakan sentra pendukung ketahanan pangan nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi import bahan pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian skala besar (agriculture estate) yang dilengkapi dengan sistem manajemen modern berbasis teknologi (technology-based farming system), serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/internasional dengan memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana yang tersedia.  

f. KTI sebagai sentra pengembangan kelautan yang terpadu dengan memperhatikan ; peningkatan kemampuan teknologi kelautan dan perikanan secara bertahap; pemanfaatan SDA yang belum tergali secara berkelanjutan; pengembangan tidak terfokus pada wilayah pesisir saja (tapi menuju kawasan yang lebih luas -jembatan menuju pasar dunia); dan, laut sebagai alat pengawal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI. 

g. KTI sebagai sentra pengembangan sumber daya alam yang berorientasi ekspor dengan tetap mendorong peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. 

III.
Dalam menyusun Grand Strategy, diperlukan keterkaitan dengan kebijakan dan dukungan lain dari hasil-hasil kesepakatan lintas departemen dan lintas wilayah antara lain Hasil-hasil BKTRN khususnya yang terkait pengembangan kawasan dan RTRW Pulau, Rapat Badan Pengembangan KAPET, Rapat Konsultasi Regional,  Rapat Working Group for Construction and Construction Material Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR).
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